BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 86 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
(SPPT), SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD), SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR

Menimbang

Menimbang

oL

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) tercantum tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
yang Tidak Benar;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan



Menetapkan

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak
Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DENDA
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT), SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD), SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG
TIDAK BENAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan UU
PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994,

2. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Pengurangan atau penghapusan sanksi dan denda administrasi adalah Pasal
107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat
dengan PBB-P2.

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT
adalah surat yang digunakan oleh Bupati Indragiri Hulu untuk memberitahukan
besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak.

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan SKPD PBB-P2 adalah Surat
Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) UU PDRD.

7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan STP PBB-P2 adalah Surat Tagihan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) UU PDRD.

8. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;

9. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

10. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu;

11. Bukti pelunasan PBB adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan STTS.

Pasal 2

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahan Wajib Pajak; dan/ atau

b. Mengurangkan atau membatalkan, SPPT, SKP PBB atau STP PBB-P2, yang
tidak benar.

Pasal 3
Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, permohonan dimaksud dilampiri
dengan:


http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=18
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=18

a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib
Pajak;

c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat
dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas
SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 4

Untuk mendukung permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-
P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf b, permohonan dimaksud dilampiri
dengan :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD PBB-P2
atau STPD PBB-P2 tidak benar;

c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB tidak dapat
dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas
SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5

(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STP PBB-P2, yang tidak
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diajukan secara
perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.

(2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD
PBB-P2, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut
termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau

c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STP
PBB-P2, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan :

a. fotokopiidentitas Wajib Pajak;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut
termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau

c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

Tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan surat permohonan
pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, yang tidak
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah :

a. tanggal terima surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Petugas Pelayanan Satu
Tempat (PST) atau petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal permohonan
disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 7

Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berwenang memberikan
keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang tercantum dalam SKPD PBB-P2
atau STPD PBB-P2.



Pasal 8

Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berwenang memberikan
keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2,
atau STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

(1)

()
®3)

(4)

Pasal 9

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan
dengan penelitian di lapangan.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat
tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.\

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, pejabat serendah-rendahnya
setingkat eselon Ill terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan Daerah meneruskan berkas permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau
STPD PBB-P2, atau berkas permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD
PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang tidak benar kepada Bupati dalam jangka waktu
paling lama :

a.

b.

(1)

()

®3)

(4)

(5)

(6)

()

10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan, dalam hal
permohonan diajukan secara perseorangan; atau

2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan SPPT
yang diajukan secara kolektif, disertai dengan laporan hasil penelitian atas
permohonan dimaksud.

Pasalll

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan
surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memberi suatu
keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Keputusan Bupati atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa mengabulkan sebagian atau
seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Keputusan Bupati atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2 atau
STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

Keputusan Bupati atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau
STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap
dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
jangka waktu dimaksud berakhir.

Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati harus memberikan keterangan
secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan
sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2 atau
STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8



(1)
()

®3)

(1)
()
®3)

1)

)

®3)

1)

)

menyebabkan terjadinya perubahan data dalam SPPT, SKPD PBB-P2 atau
STPD PBB-P2, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT, SKPD
PBB-P2 atau STPD PBB-P2 baru berdasarkan keputusan dimaksud tanpa
mengubah saat jatuh tempo pembayaran, dan atas SPPT atau SKP PBB baru
tersebut tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 12

Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangkan denda administrasi

karena hal-hal tertentu.

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok
pajak yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 ayat (5) UU PDRD;

b. denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (5) UU PDRD.

Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang

pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang

mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 13

Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.

Permintaan pengurangan denda administrasi secara Kkolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi.

Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB, atau STP PBB,
kecuali yang diajukan secara kolektif;

b. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerabh;

c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang
diminta disertai alasan yang jelas;

e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani
bukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP
kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;

f.  melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;

g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa
menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;

h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKP
PBB, atau STP PBB Tahun Pajak yang sama;

i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak
yang dimintakan pengurangan denda administrasi.

Dalam hal kepada Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang,

maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok

pajak setelah pengurangan.

Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 15

Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala
Dinas Pendapatan Daerah dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi
kekurangan persyaratan dimaksud.

Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran



sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan
permintaan pengurangan denda administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1
(satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat
permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 16

Terhadap SPPT/SKP PBB/STP PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan
denda administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda
administrasi.

Pasal 17

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk :
a. Wajib Pajak Orang Pribadi :

1.

2.

3.
4.
5.
b. Waiji
1.

2.

3.

4.
5.

fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda
administrasi;

fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti
pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki,
menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang
dari 5 (lima) tahun.

fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan
denda administrasi;

fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan
dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
fotokopi bukti pendukung lainnya.

b Pajak orang pribadi secara kolektif :

fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda
administrasi;

fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti
pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki,
menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang
dari 5 (lima) tahun;

fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan
denda administrasi;

surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah; dan

fotokopi bukti pendukung lainnya.

c. Wajib Pajak badan :

1.

2.

fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda
administrasi;

fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti
pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki,
menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang
dari 5 (lima) tahun;

fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan
denda administrasi;

fotokopi laporan keuangan; dan

fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 18

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e
berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Waijib Pajak badan.



Pasal 19

(1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi
untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus
juta rupiah).

(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan
keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak
hingga Rp 1. 500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa mengabulkan
seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus diberikan
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya
permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus diberikan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 11 ayat (1).

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
terlampaui dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati
tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan
menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil
penelitian.

Pasal 21
Bentuk formulir Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO



